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BERDASARKAN dokumen rahasia Amerika Serikat,
associate professor sejarah dan kajian Asia di University
of Connecticut, Bradley Simpson, pada 24 Juli 2018
menerbitkan Briefing Book #633 berjudul US Promoted
Close Ties to Indonesian Military as Suharto’s Rule Came to
an End in Spring 1998.

Amerika memiliki banyak dokumen tentang Indonesia
karena tingginya kepentingan politik terhadap negara ini.
Namun Amerika juga memiliki instrumen bernama Undang-
Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act)
yang menetapkan jangka kedaluwarsa dokumen itu dan
kapan bisa dibuka ke publik.

PRESIDEN SOEHARTO BERSAMA
BILL CLINTON, 1994.
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RADLEY Simpson punya keter-

tarikan lama terhadap apa yang

diketahui, dan juga dilakukan,

pemerintah Amerika Serikat da-

lam sejumlah peristiwa penting

Indonesia pada masa lalu. Dalam
sebuah surat elektronik pada Mei lalu, as-
sociate professor sejarah dan kajian Asia
di University of Connecticut, Amerika,
itu memberi tahu Tempo bahwa ia sedang
mempersiapkan briefing book (buku ring-
kas) berdasarkan sekitar 500 dokumen ra-
hasia Amerika yang dihasilkan dalam ku-
run 1997-1999 terkait dengan krisis keuang-
an di Asia dan jatuhnya presiden yang ber-
kuasa 32 tahun, Soeharto.

Kajian Simpson itu akhirnya terbit da-
lam bentuk Briefing Book #633 berjudul
US Promoted Close Ties to Indonesian Milita-
ryas Suharto’s Rule Cametoan Endin Spring
1998 pada 24 Juli 2018. Ada 36 dokumen ra-
hasia, termasuk dari Badan Intelijen Perta-
hanan, dalam buku yang diunggah di situs
National Security Archive (NSA), lembaga
di bawah George Washington University,
itu. Isi dokumen antara lain memuat per-
cakapan Presiden Amerika Bill Clinton de-
ngan Soeharto, diplomat Amerika dengan
aktivis mahasiswa, dan Komandan Jende-
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ral Komando Pasukan Khusus Prabowo Su-
bianto.

Itu bukan buku ringkas pertama Bradley
Simpson yang berisi dokumen rahasia mi-
lik Amerika. Pada 17 Oktober 2017, ia me-
rilis 34 dokumen serupa yang berasal dari
kawat diplomatik Kedutaan Amerika di Ja-
karta ke kantor Kementerian Luar Negeri
di Washington, DC. Briefing Book #607 ber-
judul US Embassy Tracked Indonesia Mass
Murder 1965 itu memuat informasi soal apa
saja yang diketahui Amerika sebelum dan
sesudah peristiwa 1965, yang kemudian
berujung pada perburuan anggota Partai
Komunis Indonesia dan naiknya Soeharto
ke kursi presiden.

Menurut Simpson, dua buku ringkas itu
merupakan hasil kajian atas sekitar 60 ribu
halaman dokumen rahasia Amerika ten-
tang Indonesia mulai 1970-an hingga 2001
yang dimilikinya. Dokumen itu merupa-
kan hasil sekitar 500 kali permintaan do-
kumen rahasia terkait dengan Indonesia
kepada sejumlah lembaga di Amerika, ter-
masuk dinas rahasia negara itu, CIA. Ten-
tusajaitu sebagiankecil dari ”harta karun”
informasi milik Amerika tentang Indone-
sia. ”Meskipun kami telah mendeklasifika-
si banyak dokumen, ribuan halaman dito-

PRESIDEN SOEHARTO DAN MANAGING
DIRECTOR IMF MICHEL CAMDESSUS,
JANUARI 1998.

@ FOTO: REUTERS

lak diberikan kepada kami, atau sebagian
besar telah dihapus atau dikeluarkan oleh
agen peninjau (yang bertugas menilai in-
formasi atau dokumen rahasia boleh dibu-
ka atau tidak),” kata Simpson kepada Tem-
po, Senin dua pekan lalu.

UDAH jadi pengetahuan umum

bahwa negara raksasa dunia Ame-

rika Serikat memiliki dan (masih)

menyimpan banyak dokumen ten-

tang Indonesia masa lalu. Menurut

peneliti Lembaga Ilmu Pengetahu-
an Indonesia, Asvi Warman Adam, ada alas-
an politik yang membuat Amerika memiliki
banyak informasi dan terlibat di Indonesia.
Ia memberi contoh peristiwa 1965. Ameri-
ka kan punya kepentingan terhadap Indo-
nesia waktu itu karena masih dalam sua-
sana Perang Dingin. Mereka menghadapi
Vietnam Utara yang saat itu dikuasai komu-
nis. Amerika tak ingin Indonesia bernasib
sama,” ujarnya, Selasa pekan lalu.
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Menurut Direktur Eksekutif Amnesty In-
ternational Indonesia Usman Hamid, Ame-
rika juga mempunyai kepentingan besar
terhadap Indonesia karena memiliki aset
ekonomi tidak kecil. Antara lain, sejum-
lah perusahaan Amerika beroperasi di In-
donesia. Freeport, yang mengoperasi-
kan ladang tambang di Papua, salah satu-
nya. “Perusahaan Amerika yang berada di
mana pun, yang menyumbang bagi penda-
patan nasional, diperlakukan sebagai aset
nasional yang keamanan dan keberlang-
sungannya harus dijaga,” kata Usman, Se-
nin pekan lalu.

Memang disadari bahwa Amerika bu-
kan satu-satunya pihak yang punya kepen-
tingan diIndonesia. Menurut Asvi Warman
Adam, negara lain yang juga punya kepen-
tingan besar di Indonesia adalah Inggris
dan Jepang. Namun Kedutaan Amerika pu-
nya petugas cukup banyak dibandingkan
dengan negara lain. Asvi mengatakan jum-
lah diplomat Amerika di Indonesia pada
masa kritis seperti 1965 dikurangi kare-
na alasan keselamatan. ”Tapi jumlah per-
sonel intelijennya, CIA, dipertahankan,”
ujarnya.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, me-
nyatakan ihwal banyaknya dokumen Ame-
rika tentang Indonesia karena negara itu
memiliki program Total Information Awa-
reness. “Program ini mendorong mereka
melakukan pengumpulan informasi dari
seluruh dunia, termasuk Indonesia, sejak
dulu,” katanya. Usman menambahkan, Ke-
dutaan Amerika juga memiliki pencatatan
dan pengarsipan rapi, entah itu yang diha-
silkan dalam pertemuan formal ataupun
informal. ”Pengarsipannya cukup baik,
terlepas itu digunakan untuk kepentingan
apaoleh mereka,” ucap Usman.

Faktor penting lain yang tak bisa diabai-
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kan yang membuat cukup banyak doku-
men yang sebelumnya tersembunyi rapi di
lemari-lemari arsip rahasia akhirnya ter-
buka untuk umum adalah Undang-Undang
Kebebasan Informasi (Freedom of Infor-
mation Act), yang disahkan Kongres pada
1965. ”Undang-undang itu menjamin akses
publik ke dokumen dan informasi peme-
rintah serta menyediakan prosedur bagi
warga, jurnalis, dan lainnya untuk memin-
ta informasi tersebut dari lembaga peme-
rintah lokal, negara bagian, dan federal,”
kata Bradley Simpson.

Undang-undang inilah yang bisa dipa-
kai untuk memaksa pemerintah Amerika
bersikap transparan kepada warganya ka-
rena menjamin akses publik ke dokumen
dan informasi pemerintah. Juga menye-
diakan prosedur bagi warga, jurnalis, dan
pihak lain untuk meminta informasi ter-
sebut. ”Ini adalah salah satu mekanisme
transparansi yang paling penting yang kita
miliki di Amerika dan telah digunakan un-
tuk mengungkap banyak topik yang mung-
kin hendak disembunyikan pemerintah,
seperti keterlibatan CIA dalam penyiksaan
setelah peristiwa 11 September 2001,” ujar
Simpson.

Dalam Undang-Undang Kebebasan In-
formasi, sejumlah lembaga publik Ameri-
ka, termasuk CIA, juga punya kewajiban
untuk membuka sejumlah file yang sudah
melewati masa kedaluwarsa. Umumnya
masa kedaluwarsa file adalah 30 tahun dan
bisa diperpanjang. Salah satu pembuka-
an rahasia cukup masif dilakukan Kemen-
terian Luar Negeri Amerika atas dokumen
yang dihasilkan pada 1964-1968. Dokumen
itu dibuka pada tahun 2000, yang dibuku-
kan menjadi Foreign Relations of the United
States (FRUS), 1964-1968, Volume XXVI, In-
donesia; Malaysia-Singapore; Philippines.

Selain dokumen FRUS, pembukaan do-

BRIEFING BOOK #633 BERJUDUL US
PROMOTED CLOSE TIES TO INDONESIAN
MILITARYAS SUHARTO'S RULE CAME TO AN
END IN SPRING 1998.

BRIEFING BOOK #607 BERJUDUL US
EMBASSY TRACKED INDONESIA MASS
MURDER 1965 (KIRI]

kumen rahasia lain yang menarik perhati-
an dunia adalah file penjelasan ringkas ha-
rian untuk presiden (President Daily Brief-
ing/PDB) yang dilakukan agen CIA kepada
Presiden Amerika. File PDB selama masa
pemerintahan John F. Kennedy (1961-1963)
dan Lyndon Johnson (1963-1969) dibuka
pada 15 September 2015. PDB masa peme-
rintahan Richard Nixon (1969-1974) dan
Gerald Ford (1974-1977) dibuka pada 24
Agustus 2016 di situs milik CIA. PDB yang
memuat situasi Indonesia sekitar 1965 ter-
dapat dalam periode Johnson.

Pembukaan dokumen rahasia ke pub-
lik itu tak selalu berjalan mulus. Menurut
National Security Archive (NSA), doku-
men arsip FRUS itu sempat terhambat diri-
lis karena ada upaya CIA dan Kementerian
Luar Negeri mengulur publikasi FRUS 1964-
1968, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Si-
ngapore; Philippines. Dokumen ini memuat
sejumlah hal tentang Indonesia, termasuk
apa yang dilakukan Amerika pada masa-
masa krisis politik 1965. Padahal, tulis NSA,
”Dokumen-dokumen (FRUS Volume XXVI)
tersebut termasuk volume yang secara res-
mi sudah dibuka pada 1998 dan 1999.”

Meski sudah dirilis ke publik, informasi
dalam dokumen itu tak selalu terbuka se-
muanya. Salah satu contohnya dokumen
telegram dari Kedutaan Amerika di Indo-
nesia yang saat itu dipimpin Marshall Gre-
en kepada Wakil Menteri Luar Negeri Wil-
liam Bundy pada 1 Desember 1965. Dalam
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dokumen itu tertulis, ”Ini adalah konfir-
masi awal bahwa kita memberi Malik 50
juta rupiah sesuai dengan permintaannya
untuk aktivitas Gerakan Kap-Gestapu.”
Tapi, dalam paragrafitu, masih ada satuse-
tengah baris teks berisi sumber informasi
yang diblok alias masih dirahasiakan.

Itu pula yang dihadapi Bradley Simpson
ketika mendapatkan dokumen Amerika
tentang krisis Indonesia 1997-1998. Salah
satu dokumen yang dibuka adalah Tele-
gram 002228 dari Kedutaan Amerika di Ja-
karta ke Washington. Dokumen yang dibe-
ri nama “Congressional Staff Delegations
Visit with Pro-Reform Activists” itu bersta-
tus rahasia (confidential). Dokumen itu ber-
isi hasil percakapan staf delegasi Kongres
Amerika saat bertemu dengan tokoh opo-
sisi senior pada 13 April 1998.

Menurut telegram itu, topik yang diba-
has antara lain soal rencana pemberian pa-
ket utang dari Dana Moneter Internasio-
nal (IMF), reformasi politik, meningkatnya
jumlah orang hilang, hubungan Amerika-
Indonesia, dan aktivisme mahasiswa. Do-
kumen menyebutkan para peserta disku-
si setuju paket IMF akan menguntungkan
Soeharto dalam jangka pendek, tapi mung-
kin akan menantang kekuasaannya dalam
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jangka panjang.

Namun dalam dokumen itu terdapat
identitas “sumber” informasi yang diha-
pus dengan cara diblok dengan warna pu-
tih. Ada juga hasil diskusi diplomat Ameri-
ka dengan Abdurrahman Wahid (kemudi-
an menjadi presiden) yang sebagian besar
isinya tak bisa diketahui karena diblok pu-
tih alias informasinya masih dirahasiakan.

Memang tak semua dokumen ada bagi-
an yang disensor. Salah satunya Telegram
006622 dari Jakarta ke Washington. Tele-
gram itu berisi percakapan Wakil Menteri
Luar Negeri Amerika Stanley Roth dengan
Prabowo Subianto, saat itu Komandan Jen-
deral Kopassus, pada 6 November 1997. Tak
ada kata atau kalimat yang diedit atau di-
blokir dalam dokumen enam halaman itu.

Menurut Bradley Simpson, undang-un-
dang memang memungkinkan ada informa-
siyang tak dibuka alias dirahasiakan. Penge-
cualian itu antara lain berlaku untuk infor-
masi yang berkaitan dengan keamanan na-
sional, rahasia dagang, informasi pribadi,
lembaga keuangan, informasi geologi, atau
informasi yang dikecualikan oleh undang-
undang lain. Menurut Simpson, klausul ”pe-
ngecualian” itulah yang kerap dipakai lem-
baga Amerika untuk menolak membuka in-

ADAM MALIK DAN MARSHALL GREEN
(KANAN), 1965.

@ DOK. PERPUSNAS RI

formasi. ”Jika dokumen atau bagian dari do-
kumen dirahasiakan, masih ada opsi *ban-
ding’ dan meminta peninjauan ulang, yang
terkadang menghasilkan lebih banyak infor-
masi yang dirilis,” kata Simpson.

Simpson berharap informasi dari do-
kumen rahasia itu bermanfaat, termasuk
mendukung kerja orang Indonesia yang
berusaha mengklarifikasi fakta dan me-
nuntut pertanggungjawaban atas pelang-
garan hak asasi selama era Soeharto. "Ka-
rena Amerika memainkan peran penting
dalam membantu Soeharto berkuasa se-
lama 32 tahun, saya merasa bahwa orang
Amerika seperti saya memiliki kewajib-
an khusus untuk mendukung para pendu-
kung HAM di Indonesia,” ujarnya.

Bagi Asvi Warman Adam, upaya pem-
bukaan dokumen seperti yang dilakukan
Bradley Simpson atau Jess Melvin yang di-
tuangkan dalam buku The Army and The In-
donesian Genocide sangat bermanfaat un-
tuk “mengungkap sejarah dan memberi-
kan bukti-bukti baru yang bisa meruntuh-
kan asumsi selama ini soal peristiwa 1965”.
Menurut dia, asumsi umum soal pemban-
taian anggota PKI setelah 1965 adalah aki-
bat konflik horizontal lantaran kekejaman
partai komunisitu.

Melvin, dalam buku yang terbit pada
2018 itu, meninjau peristiwa 1965 berda-
sarkan kajian terhadap sekitar 3.000 arsip
badan intelijen militer Indonesia yang ber-
ada di Banda Aceh. Dia menyebutkan te-
muan itu mengindikasikan bahwa pembu-
nuhan 1965-1966 dapat dipahami sebagai
kasus genosida seperti yang didefinisikan
oleh Konvensi Genosida tahun 1948.

Wahyudi Djafar menyebutkan dokumen
yang baru dibuka itu bisa juga untuk me-
lengkapi data dan informasi yang berhu-
bungan dengan upaya penyelesaian kasus
HAM masa lalu. “Khususnya yang terjadi
menjelang berakhirnya kekuasaan Soehar-
to, seperti kasus penghilangan orang seca-
ra paksa 1997/1998, tragedi Mei 1998, serta
peristiwa Trisakti dan Semanggi I,” kata-
nya. Usman Hamid menambahkan, "Pem-
bukaan dokumen baru itu bisa menambah
pengetahuan bukan hanya sejarawan, tapi
juga masyarakat umum dalam menengok
masa lalunya.” @ABDUL MANAN
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Bradley Simpson, Associate Professor di University

of Connecticut, Amerika Serikat:

Baru Sebagian
Keci Dokumen
yang Dibulka

ALAM dua tahun ini setidaknya

dua kali dokumen rahasia Ame-

rika Serikat tentang Indonesia di-

buka ke publik. Inisiator pembu-

kaan dokumen itu adalah Bra-

dley Simpson, Indonesianis asal
Amerika Serikat dan penulis buku Econo-
mists with Guns: Authoritarian Development
and U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968.
”Saya percaya bahwa penting bagi masa
depan demokrasi di Indonesia, dan juga
bagi orang Indonesia, untuk mencari ke-
benaran tentang era Soeharto dan menca-
ri keadilan bagi mereka yang menjadi kor-
ban pelanggaran hak asasi manusia,” kata
Simpson dalam wawancara melalui surat
elektronik dengan Abdul Manan dari Tem-
po, Senin dua pekan lalu, soal alasan di ba-
lik inisiatifnya tersebut.

Anda merilis setidaknya dua buku ringkas
soal dokumen intelijen Amerika tentang In-
donesia sejak 2017. Kapan Anda mulai me-
minta dokumen-dokumen rahasia itu?

Itu dokumen yang saya minta antara
2002 dan 2005.

Bagaimana awalnya Anda sampai memu-
tuskan meminta dokumen-dokumen itu?

Awalnya saya memulai proyek doku-
mentasi Indonesia dan Timor Timur men-
jelang kemerdekaan Timor Leste, ketika
Komisi Kebenaran mulai bekerja di sana.
Awalnya saya bekerja untuk mendukung
Komisi Kebenaran dengan meminta do-
kumen (kepada Amerika) tentang invasi
dan pendudukan Timor Timur, kemudian
memperluas proyek dengan memasukkan
pelanggaran hak asasi manusia selama era
Soeharto, korupsi, danisu-isu lain dalam
hubungan Amerika-Indonesia.

Anda menggunakan mekanisme Un-
dang-Undang Kebebasan Informa-
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si (Freedom of Information Act/FOIA)
untuk mendapatkan dokumen raha-
sia itu. Seperti apa proses dan cara ker-
janya?

Undang-Undang Kebebasan Informasi
adalah undang-undang yang disahkan oleh
Kongres Amerika pada1965 yang menjamin
akses publik ke dokumen dan informasi pe-
merintah sertamenyediakan prosedur bagi
warga, jurnalis, dan lainnya untuk memin-
tainformasi tersebut darilembaga pemerin-

tahlokal, negarabagian, dan federal. Inisa-
lah satu mekanisme transparansi yang pa-
ling penting yang kita miliki di Amerika dan
telah digunakan untuk mengungkap banyak
topik yang mungkin hendak disembunyikan
pemerintah, seperti keterlibatan CIA (badan
intelijen Amerika) dalam penyiksaan sete-
lah peristiwa (serangan teror) 11 September
2001. Indonesia mengesahkan versi sendi-
ridari Undang-Undang Kebebasan Informa-
sibeberapa tahun yanglalu, tapi belum digu-
nakansecaraluas.

Sebenarnya berapa banyak dokumen yang
Anda minta kepada sejumlah lembaga itu?
Berapa yang didapatkan?

Saya meminta banyak dokumen dari De-
partemen Pertahanan Amerika, CIA, dan
Badan Intelijen Pertahanan, tapi hanya se-
bagian kecil yang telah dibuka ke publik.
Saya mengajukan sekitar 500 permintaan
untuk dokumen yang terkait dengan Indo-
nesia dan mendeklasifikasi sekitar 60 ribu
halaman dokumen Amerika tentang Indo-
nesia mulai1970-an hingga 2001.

Apa harapan Anda dengan membuka do-
kumen-dokumen rahasia itu?

Saya berharap dibukanya dokumen ini
dan dokumen lain (kami merilis banyak
dokumen tentang Timor Timur, Papua Ba-
rat, pada saat kematian Soeharto) adalah
untuk mendukung pekerjaan orang Indo-
nesia yang berusaha mengklarifikasi fakta
dan menuntut pertanggungjawaban atas
pelanggaran hak asasi manusia yang dila-
kukan di era Soeharto. Karena Amerika
Serikat memainkan peran penting dalam
membantu Soeharto berkuasa dan mem-
bantu dia tetap berkuasa selama 32 tahun,
saya merasa bahwa orang Amerika se-
pertisaya memiliki kewajiban khusus un-
tuk mendukung para pendukung hak asa-
simanusia dan keadilan di Indonesia. Ka-
dang-kadang sulit bagi suatu negara untuk
menghadapi kebenaran tentang masa la-
lunya sendiri, dan Amerika Serikat telah
membuat banyak kesalahan yang para pe-
jabat dan masyarakat tidak suka membica-
rakan atau memikirkan soal itu. Tapi saya
percaya bahwa penting bagi masa depan
demokrasi diIndonesia, dan bagi orang In-
donesia, untuk mencari kebenaran ten-
tang era Soeharto dan mencari keadilan
bagi mereka yang menjadi korban pelang-
garan hak asasi manusia. Saya mengerja-
kan bagian kecil saya untuk mendukung
upayaini dan adalah suatu kehormatan
untuk melakukannya. ®
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Masih Sensitif di Sini

Indonesia memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk soal akses informasi. Tapi belum ada
lembaga yang berfokus membuka informasi rahasia yang sudah kedaluwarsa.

MERIKA Serikat dan Indonesia

punya kemiripan, juga perbeda-

an, soal akses terhadap informa-

si. Amerika memiliki Undang-Un-

dang Kebebasan Informasi (Free-

dom of Information Act/FOIA),
yang disahkan pada 1965; Indonesia me-
loloskan Undang-Undang Keterbukaan In-
formasi Publik 43 tahun sesudahnya. Tapi,
menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengeta-
huanIndonesia, Asvi Warman Adam, Ame-
rika punya sejumlah lembaga yang berfo-
kus membuka informasi yang masa reten-
sinya kedaluwarsa. ”Ini yang membuat in-
formasi bisa terbuka dan dibuka secara pe-
riodik di Amerika,” katanya, Senin pekan
lalu.

Salah satu lembaga yang berfokus mem-
buka dokumen rahasia yang masa retensi-
nya sudah habis adalah National Security
Archive (NSA), yang ada di bawah naung-
an George Washington University dan ber-
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kantor pusat di Washington, DC. NSA se-
cara rutin meminta kepada sejumlah lem-
baga di Amerika, termasuk badan inteli-
jennya, CIA, membuka arsip yang menu-
rut undang-undang boleh dibuka untuk
umum.

Agustuslalu, misalnya, NSA mengajukan
gugatan untuk membuka dokumen soal
praktik penyiksaan di penjara rahasia CIA
di Thailand yang melibatkan Gina Haspel,
Direktur CIA saat ini. Hasilnya, ada 16 do-
kumen rahasia yang dibuka dan dimuat da-
lam Briefing Paper #636 berjudul Gina Has-
pel CIA Torture Cables Declassified dan diri-
lis di situs NSA pada 10 Agustus 2018.

Menurut Komisioner Komisi Informasi
Publik 2013-2017, Dyah Aryani Prastyastu-
ti, Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) sebenarnya mengatur soal in-
formasi publik yang wajib dibuka secara ser-
ta-merta dan harus tersedia setiap saat ke-
tika diminta. Namun, kata dia, ada juga in-

formasi yang dikecualikan. Pasal 17 Undang-
Undang KIP mengatur apa saja yang dike-
cualikan, antara lain informasi terkait de-
ngan proses penegakan hukum, hak cipta,
rahasia pribadi, kekayaan alam, ketahanan
ekonomi, dan pertahanan-keamanan.

Permintaan informasi diajukan ke tiap
lembaga tempat dokumen atau informa-
siitu berada. Jika ditolak dengan alasan in-
formasi itu diklasifikasikan sebagai raha-
sia, peminta informasi dipersilakan meng-
ajukan gugatan ke Komisi Informasi. *Ko-
misi Informasi yang akan menentukan,
apakah tidak dibukanya informasi itu demi
kemaslahatan umum atau justru lebih be-
sar manfaatnya kalau dibuka,” ujar Dyah,
Rabu pekan lalu.

Namun mekanisme yang disediakan me-
lalui Undang-Undang Keterbukaan Infor-
masi Publik itu dinilai jauh dari memadai
untuk bisa membuka sejumlah informasi
seperti yang terjadi di Amerika. Di Negeri
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Abang Sam, informasi dibuka bukan hanya
karena diminta, tapi bisa langsung dibuka
karena masa retensinya sudah habis. Salah
satu dokumen rahasia yang dibuka padata-
hun 2000 adalah kabel diplomatik Kemen-
terian Luar Negeri Amerika dengan kedu-
taan besarnya dalam buku Foreign Rela-
tions of the United States (FRUS), 1964-1968,
Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapo-
re; Philippines.

Menurut peneliti Lembaga Studi dan Ad-
vokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Dja-
far, ada sejumlah problem soal akses infor-
masi ini di Indonesia. Regulasi soal infor-
masi diatur dalam Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Intelijen Negara. Undang-Undang Arsip
dan Undang-Undang Intelijen mengatur
masa sebuah dokumen tak dibuka kepada
publik (retensi) terkait dengan keamanan
adalah 25 tahun. Tapi masalahnya adalah
pada keleluasaan kewenangan klasifikasi
untuk menutup suatu informasi. Yang be-
lum jelas dariregulasi Indonesia, kata Wah-
yudi, “Apa indikator untuk menyatakan
informasi bisa dinyatakan rahasia, bagai-
mana perpanjangan masa retensinya, dan
siapa institusi yang menyatakan habisnya
masa retensi, siapa yang mengumumbkan,
bagaimana prosedurnya.”

Meski sudah ada undang-undang yang
mengatur masa retensi, menurut Direktur
Eksekutif Amnesty International Indonesia
Usman Hamid, problem berikutnya adalah
pada realisasinya. ”Undang-Undang Kear-
sipan mengatur masa kedaluwarsa sampai
30 tahun, tapi sepertinya tak pernah dila-
kukan,” ujar mantan Koordinator Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Ke-
kerasan (Kontras) ini.

Menurut Wahyudi, keleluasaan yang di-
miliki lembaga untuk melakukan klasifi-
kasi buat menutup suatu informasi men-
jadi masalah utama untuk mengakses in-
formasi terkait dengan masalah keaman-
an. “Lamanya berada di masa ’tertutup’ se-
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panjang periode otoritarian menjadi salah
satu faktor belum terbukanya institusi pe-
merintah, khususnya aktor-aktor keaman-
an, terhadap informasi yang mereka mili-
ki,” katanya. "Rezim keterbukaan informa-
siumurnya masih sangat muda.”

Usman Hamid menyebutkan praktik ini
sebagai bukti bahwa kita masih "mewa-
risi rezim keamanan nasional era Perang
Dingin”. Perang Dingin adalah istilah un-
tuk menggambarkan situasi perang tidak
terbuka pada kurun setelah Perang Du-
nia hingga akhir 1990-an antara blok Barat
yang dipimpin Amerika Serikat dan kubu
Uni Soviet, yang kini menjadi Rusia.

Asvi Warman Adam mengatakan belum
banyaknya dokumen dan informasi sensi-
tif karena belum ada lembaga yang berfo-
kus membuka informasi rahasia yang su-
dah kedaluwarsa seperti NSA di Ameri-
ka. Selain itu, kata dia, tak banyak peneli-
ti yang berusaha menantang praktik yang
sudah berlangsung lama ini. Itu sebabnya
belum banyak orang yang berani meneli-
ti, misalnya, peristiwa politik 1965. ”Kalau
kita baca skripsi mahasiswa, jarang sekali
membahas soal pelanggaran HAM. Mung-
kin khawatir dosen tak ada yang mau mem-
bimbingnya,” ujarnya. Asvi menyebutkan
fenomena ini sebagai salah satu buah dari
ketakutan akibat stigma buruk di masa
Orde Baru.

‘vIpa indikator
- wuntuk
. menyatakan
v informast bisa
dinyalakan
rahasia,
bagaimana
perpanjangan
masa retensinya,
dan siapa
institusi yang
menyatakan
habisnya
masa retense,
stapa yang
mengumumbkan,
bagaimana
prosedurnya.”

Asvi mengatakan Orde Baru memang
melakukan tindakan keras yang membuat
orang jeri untuk melanggar tabu lama ini.
Salah satu contohnya kasus tahun 1988 saat
tiga pemuda di Yogyakarta menjual buku
sastrawan kiri Pramoedya Ananta Toer.
”Mereka hanya jual buku Pram, tapi dihu-
kum lebih dari lima tahun dan dijerat de-
ngan Undang-Undang Subversi,” katanya.

Upaya mendapatkan informasi soal ke-
amanan memang pernah dicoba melalui
mekanisme Undang-Undang Keterbuka-
an Informasi Publik. Salah satunya dilaku-
kan Kontras, Setara Institute, dan Impar-
sial pada 2014. Ketiganya saat itu meminta
informasi soal Surat Keputusan Dewan Ke-
hormatan Perwira atas sidang Dewan Ke-
hormatan Perwira dalam perkara pencu-
likan dan penghilangan paksa 19971998
yang melibatkan Letnan Jenderal Prabowo
Subianto saat menjabat Panglima Koman-
do Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Menurut Dyah Ariyani, sebagai bagian
dari proses sidang, komisioner yang me-
nangani kasus tersebut kemudian menda-
tangi Markas Besar Tentara Nasional Indo-
nesia untuk mengecek keberadaan doku-
men Dewan Kehormatan Perwira dan ha-
silnya yang berupa surat pemecatan terha-
dap Panglima Kostrad saat itu. "Nomor su-
ratnya ada, tapi isinya beda,” ujar Dyah.
Dalam putusan kasus tersebut, 29 Juli 2015,
akhirnyakomisioner menyebutkantakbisa
menyatakan informasi itu terbuka atau ter-
tutup karena dokumennya tidak ada.

Upaya serupa dengan hasil kurang-lebih
sama terjadi saat Kontras, sejumlah lem-
baga hak asasi, dan istri Munir, Suciwati,
menggugat Kementerian Sekretariat Nega-
ra pada 2016. Mereka menggugat melalui
Komisi Informasi dan meminta Kemente-
rian Sekretariat Negara membuka kepada
publik soal laporan tim pencari fakta (TPF)
dalam kasus pembunuhan aktivis hak asa-
si Munir Said Thalib. Sebab, Kontras dkk
yakin Kementerian Sekretariat Negara me-
milikilaporan itu.

Dalam putusannya, 10 Oktober 2016,
komisioner memerintahkan Kementeri-
an Sekretariat Negara mengumumkan ha-
sil TPF itu. Tak puas atas putusan itu, Set-
neg mengajukan permohonan banding ke
Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam si-
dang 16 Februari 2017, hakim PTUN mem-
batalkan putusan Komisi Informasi. Salah
satu pertimbangannya, kata hakim, Sekre-
tariat Negara mengaku tak memiliki lapor-
anitu. ®ABDUL MANAN
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